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ABSTRAK 

Praktik jual beli tembakau di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung 

pada umumnya masih banyak yang menggunakan sistem sromo. Sistem ini 

merupakan pemberian uang muka oleh tengkulak kepada petani tembakau sejak 

masa tanam untuk memenuhi keterdesakan ekonomi seperti biaya operasional 

perkebunan dan kebutuhan rumah tangga. Secara yuridis, meskipun tampak 

memenuhi asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak secara formal, transaksi 

ini menyisakan persoalan posisi tawar yang tidak seimbang. Ketidakpastian harga 

yang baru ditetapkan sepihak oleh tengkulak saat panen tiba disinyalir 

menimbulkan adanya indikasi cacat kehendak dalam pembentukan kesepakatan 

kontraktual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan perjanjian 

sistem sromo berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dan mengidentifikasi keberadaan unsur penyalahgunaan keadaan 

(misbruik van omstandigheden). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang 

menganalisis hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (law in action). 

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis empiris di lapangan 

serta pendekatan konseptual terkait doktrin hukum perdata. Data primer diperoleh 

secara langsung dari sumber utamanya melalui metode wawancara mendalam 

terhadap Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 

petani tembakau dan pihak tengkulak di Kecamatan Bulu. Sementara itu, data 

sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer 

berupa KUHPerdata serta bahan hukum sekunder dari buku dan jurnal ilmiah. 

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif-analitis 

guna mengolah data lapangan secara sistematis. Kerangka teori yang diajukan 

dalam penelitian skripsi ini bertumpu pada teori perjanjian dan doktrin 

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perjanjian jual beli 

tembakau dengan sistem sromo di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung telah 

memenuhi keempat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata secara 

formal, namun mengandung kelemahan substantif karena kesepakatan lahir dari 

keterpaksaan ekonomi, serta harga dan grading tembakau ditentukan sepihak oleh 

tengkulak tanpa standar objektif. kedua, kesepakatan dalam praktik sromo 

terindikasi mengandung cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstandigheden), karena tengkulak diketahui memanfaatkan kondisi darurat 

ekonomi dan tekanan psikologis (hutang budi) petani, sehingga perjanjian ini 

berpotensi dapat dibatalkan (vernietigbaar), meskipun secara praktis jalur 

pembatalan tersebut sulit diakses petani. 

 

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Jual Beli Tembakau, Sistem Sromo, 

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden), Cacat Kehendak. 
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ABSTRACT 

Tobacco trading practices in Bulu District, Temanggung Regency, generally 

still widely utilize the sromo system. This system involves a down payment given by 

middlemen to tobacco farmers since the planting season to satisfy urgent economic 

distress, such as plantation operational costs and household needs. Juridically, 

although it formally appears to comply with the principles of consensualism and 

freedom of contract, this transaction leaves an issue of unequal bargaining power. 

The price uncertainty, which is only determined unilaterally by the middlemen when 

the harvest arrives, is alleged to give rise to indications of a defect of consent in 

forming contractual agreements. Therefore, this study aims to examine the validity 

of the sromo system agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code 

(KUHPerdata) and to identify the presence of elements of the abuse of 

circumstances (misbruik van omstandigheden). 

This study applies an empirical juridical legal research type that analyzes 

law as actual behavior in society (law in action). The approaches utilized comprise 

an empirical juridical approach in the field as well as a conceptual approach 

related to civil law doctrines. Primary data were gathered directly from the main 

sources through in-depth interviews with tobacco farmers and middlemen in Bulu 

District. Meanwhile, secondary data were compiled through literature studies of 

primary legal materials in the form of the Civil Code, along with secondary legal 

materials from books and scientific journals. The data analysis technique applied 

is a descriptive-analytical qualitative analysis to process field data systematically. 

The theoretical framework proposed in this thesis relies on the contract theory and 

the abuse of circumstances doctrine (misbruik van omstandigheden). 

The results of this study show that: first, the tobacco sale and purchase 

agreement under the sromo system in Bulu District, Temanggung Regency formally 

fulfills all four legal validity requirements for agreements under Article 1320 of the 

Indonesian Civil Code (KUHPerdata), yet it contains substantive weaknesses, as 

the agreement arises from economic duress, and the price and grading of the 

tobacco are determined unilaterally by the middlemen (tengkulak) without objective 

standards. Second, the consent formed in the practice of sromo is indicated to 

contain a defect of will in the form of abuse of circumstances (misbruik van 

omstandigheden), as the middlemen are found to exploit the farmers' economic 

distress and psychological pressure (a sense of indebtedness/hutang budi), meaning 

the agreement is potentially voidable (vernietigbaar), although in practice such 

annulment is difficult for farmers to pursue. 

 

Keywords: Validity of Agreement, Tobacco Trading, Sromo System, Abuse of 

Circumstances (Misbruik van Omstandigheden), Defect of Consent. 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain.”  

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 

 

“God is always with me.” 

“Selesai, mari bertempur kembali.” 

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antara 

para pihak dalam suatu perjanjian didasarkan pada kebebasan para pihak 

untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka buat. Para pihak 

diberikan keleluasaan untuk mengatur kepentingannya masing-masing 

melalui kesepakatan bersama. Prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan 

berkontrak. Hal tersebut tercermin sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang 

menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.1 Dengan demikian 

ketentuan tersebut setiap kesepakatan yang dibuat secara sah harus 

dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak selama tidak bertentangan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut namun kebebasan 

tersebut dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata khususnya syarat kesepakatan. Kesepakatan yang 

 
1 Nia Susanti, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah 

Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal 

Indragiri Law Riview, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2024), hlm. 35.  



2 

 

 

dimaksud harus lahir dari kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan, 

kekhilafan, maupun penipuan.2 Suatu perjanjian secara ideal harus 

merupakan hasil pertemuan kehendak yang murni dan setara antara para 

pihak. 

Dalam praktik jual beli dikenal adanya pemberian uang muka atau 

uang panjar. Pasal 1464 KUHPerdata mengatur bahwa uang panjar pada 

prinsipnya berfungsi sebagai tanda jadi yang mengikat kedua belah pihak 

secara seimbang. Pemberian uang panjar dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian bahwa perjanjian akan dilaksanakan tanpa menempatkan salah 

satu pihak dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, uang panjar 

seharusnya tidak digunakan sebagai sarana pemaksaan kehendak ataupun 

pengikat sepihak. 

Seluruh perjanjian yang lahir dalam masyarakat pada dasarnya juga 

harus dilandasi oleh asas itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini menuntut agar para pihak bertindak 

jujur, patut, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lain.3 Itikad baik 

juga mengandung makna bahwa tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja 

memanfaatkan kelemahan atau keadaan terdesak pihak lain demi 

keuntungan sepihak. Selain itu berkembang pula asas keseimbangan yang 

 
2 Ahmad Jalaludin Arrodli, dkk, “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam 

Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal 

Hukum Perdata, Vol. 1, No. 2, (Desember 2024), hlm. 140.  

3 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan 

Perjanjian”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, (Desember 2018), hlm. 116. 
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menekankan adanya proporsionalitas hak dan kewajiban serta posisi tawar 

yang relatif setara di antara para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.4 

Dalam praktiknya kondisi yang diharapkan oleh hukum perdata 

tersebut tidak selalu terjadi. Di Kabupaten Temanggung dikenal suatu 

praktik jual beli tembakau tradisional yang disebut dengan sistem Sromo. 

Sistem ini pada umumnya dilakukan dengan pemberian sejumlah uang oleh 

pembeli atau tengkulak kepada petani sebelum masa panen sebagai bentuk 

uang muka. Pemberian sromo biasanya terjadi ketika petani berada dalam 

kondisi ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, 

kebutuhan hidup sehari-hari, atau kebutuhan modal tanam untuk musim 

berikutnya. 

Secara sosiologis sistem sromo kerap dipahami sebagai bentuk 

bantuan atau solusi jangka pendek bagi petani, namun secara yuridis praktik 

ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kualitas 

kesepakatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Setelah menerima sromo, 

petani pada umumnya terikat untuk menjual hasil panennya kepada pihak 

pemberi sromo dengan harga yang baru ditentukan pada saat panen tiba. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar 

karena petani tidak lagi memiliki kebebasan untuk bernegosiasi atau 

memilih pembeli lain. 

 

4 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan 

Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8 No.1, (September 2017), hlm. 51.   
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Dalam praktiknya harga jual tembakau dalam sistem sromo sering 

kali ditentukan secara sepihak oleh pihak pembeli atau tengkulak tanpa 

melalui proses negosiasi yang seimbang. Harga yang ditetapkan tersebut 

tidak jarang berada di bawah harga pasar, sehingga berpotensi merugikan 

pihak petani sebagai penjual. Petani yang telah menerima sromo berada 

dalam posisi sulit untuk menolak harga tersebut karena adanya ikatan 

ekonomi dan moral yang melekat sejak awal transaksi. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa meskipun secara formal terdapat kesepakatan yang 

ditandai dengan penerimaan uang dan bukti transaksi namun secara materiil 

kesepakatan tersebut patut dipertanyakan kebebasannya. 

Fenomena tersebut mengarah pada adanya indikasi cacat kehendak 

khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden). Doktrin ini dikenal dalam hukum perdata sebagai 

keadaan di mana salah satu pihak memanfaatkan kondisi khusus pihak lain 

seperti keadaan ekonomi yang terdesak untuk memperoleh persetujuan atas 

suatu perjanjian yang secara substansial merugikan pihak yang lemah.5 

Dalam konteks sistem sromo terdapat dugaan bahwa kondisi keterdesakan 

ekonomi petani dimanfaatkan oleh pihak pembeli untuk membentuk 

perjanjian dengan syarat-syarat yang tidak seimbang. 

 
5 Salimna Maulida Azzahra dan Djoni Sumardi Gozali, “Penerapan Doktrin 

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian”, Jurnal 

Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 6, (Juni 2025), hlm. 3781. 
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Doktrin misbruik van omstandigheden pada awalnya dikenal dalam 

hukum perdata Belanda, namun dalam perkembangannya telah diterima dan 

digunakan dalam praktik hukum perdata Indonesia. Doktrin ini berfungsi 

sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu perjanjian benar-benar 

mencerminkan keadilan serta memenuhi unsur keabsahan secara substantif. 

Keberadaannya menjadi relevan ketika suatu kesepakatan secara formal 

telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum 

positif, namun apabila kesepakatan tersebut lahir dari kondisi 

ketidakseimbangan atau keterdesakan yang tidak memberikan kebebasan 

memilih bagi salah satu pihak maka perjanjian tersebut patut dipertanyakan 

validitasnya dari perspektif penyalahgunaan keadaan.6 

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apakah 

perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo tersebut dapat dinilai sah 

secara keperdataan berdasarkan asas konsensualisme yang menekankan 

pada adanya kesepakatan para pihak. Di satu sisi perjanjian tersebut secara 

formal tampak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan 

dalam hukum perdata namun di sisi lain perlu dikaji lebih lanjut apakah 

kesepakatan tersebut benar-benar lahir dari kehendak yang bebas atau justru 

mengandung cacat kehendak akibat adanya penyalahgunaan keadaan. 

Hingga saat ini belum terdapat parameter hukum yang jelas dan tegas untuk 

menilai keabsahan perjanjian sromo, khususnya dalam kaitannya dengan 

 
6 Ibid. 
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penerapan doktrin misbruik van omstandigheden dalam praktik transaksi 

agraria tradisional. 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum 

bagi petani tembakau sebagai pihak yang berpotensi berada dalam posisi 

lemah secara ekonomi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kejelasan mengenai batasan kebebasan berkontrak dalam praktik sistem 

sromo serta memberikan kontribusi pemikiran hukum mengenai penerapan 

doktrin penyalahgunaan keadaan dalam menilai keabsahan perjanjian jual 

beli tembakau karena pada dasarnya hukum perdata tidak hanya berfungsi 

untuk menjaga kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan 

substantif dalam hubungan kontraktual di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut fenomena tersebut dan memilih 

judul penelitian “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tembakau dengan 

Sistem Sromo Ditinjau dari Doktrin Misbruik Van Omstandigheden” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan penulis 

bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tembakau dengan sistem 

sromo di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung? 

2. Apakah praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo 

mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van 
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omstandigheden) yang menimbulkan cacat kehendak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penulis 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

a) Untuk menganalisis dan mengkaji keabsahan perjanjian jual beli 

tembakau dengan sistem sromo di Kabupaten Temanggung. 

b) Untuk mengetahui dan menilai apakah praktik perjanjian jual beli 

tembakau dengan sistem sromo mengandung unsur penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden) yang menimbulkan cacat 

kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

2. Kegunaan  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum 

perdata khususnya mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak 

dan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam kondisi ketimpangan 

sosial dan ekonomi. Selain itu penelitian ini diharapkan mendorong 

perspektif hukum yang lebih berkeadilan dengan menekankan 
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pentingnya keadilan substantif dalam pembentukan perjanjian serta 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b) Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada para pihak mengenai pentingnya keadilan dalam perjanjian 

sistem sromo serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dan aparat penegak hukum dalam perlindungan masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

petani dan pembeli (tengkulak) mengenai batasan kebebasan 

berkontrak dan pentingnya kesepakatan yang adil dalam sistem 

sromo. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi 

akademisi dan praktisi hukum dalam menangani sengketa terkait 

penyalahgunaan keadaan. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berperan penting dalam merumuskan permasalahan, 

tujuan, serta metode penelitian yang relevan. Melalui kajian ini penulis 

dapat membangun kerangka teori yang mendalam, memperkuat landasan 

konseptual, dan memastikan bahwa topik yang diangkat belum dikaji secara 

serupa dalam penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari duplikasi.7 

Pertama, jurnal dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik 

Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi 

 
 

 



9 

 

 

Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)”, yang ditulis oleh M. Nur 

Salam, Salim HS, dan Aris Munandar8. Jurnal ini mengkaji mengenai 

konsep dan unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) 

dalam hukum perdata serta penerapannya dalam praktik peradilan. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan 

menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin 

hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri 

Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr, untuk menilai pertimbangan 

hakim dalam membatalkan suatu perjanjian yang mengandung cacat 

kehendak akibat penyalahgunaan keadaan. Adapun perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian, penelitian 

yang penulis susun membahas menggunakan pendekatan yuridis empiris 

dan berfokus pada praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem 

sromo di Kabupaten Temanggung, sehingga kajian tidak bertumpu pada 

analisis putusan pengadilan, melainkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi 

dalam masyarakat. 

Kedua, jurnal dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan Terhadap 

Pembatalan Kontrak Secara Sepihak”, yang ditulis oleh Dina Atika 

Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho.9 Jurnal ini 

 
8 M. Nur Salam, dkk, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang 

Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)”, Jurnal 

Indonesia Berdaya, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022). 

9 Dina Atika Oktafiana, dkk, “Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak 

Secara Sepihak”, Jurnal Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2 (Mei 2025).  
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mengkaji penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai 

dasar hukum pembatalan kontrak secara sepihak dalam sistem hukum 

perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, 

yurisprudensi, serta perbandingan hukum, khususnya untuk melihat 

bagaimana prinsip penyalahgunaan keadaan diakui secara implisit melalui 

asas keadilan, itikad baik, dan keseimbangan kontraktual meskipun belum 

diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Adapun perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan dan fokus 

kajian, di mana penulis menitikberatkan pada praktik nyata perjanjian jual 

beli tembakau dengan sistem sromo di Kabupaten Temanggung, serta 

mengkaji keabsahan perjanjian sejak tahap pembentukan kesepakatan 

berdasarkan kondisi faktual para pihak, bukan pada pembatalan kontrak 

secara sepihak dan analisis normatif yurisprudensi.  

Ketiga, jurnal dengan judul “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan 

Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian”, 

yang ditulis oleh Salimna Maulida Azzahra, Djoni Sumardi Gozali.10 Jurnal 

ini mengkaji tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian perdata 

dengan menyoroti kondisi ketidakseimbangan ekonomi atau psikologis 

salah satu pihak yang memengaruhi lahirnya kesepakatan. Kajian dalam 

 
10 Salimna Maulida Azzahra dan Djoni Sumardi Gozali, “Penerapan Doktrin 

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian”, Jurnal 

Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 6 (Juni 2025). 
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jurnal ini lebih menekankan pada aspek konseptual dan yuridis normatif 

mengenai bagaimana penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan cacat 

kehendak dalam perjanjian. Sementara itu, penelitian yang akan penulis 

lakukan berfokus pada praktik konkret jual beli tembakau dengan sistem 

sromo di Kabupaten Temanggung melalui pendekatan yuridis empiris, 

sehingga tidak hanya mengkaji konsep hukumnya, tetapi juga menilai 

langsung keabsahan perjanjian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. 

Keempat, jurnal dengan judul “Legal Consequences of Abuse of 

Circumstances in Sale and Purchase Binding Agreement on Land and 

Building”, yang ditulis oleh Susilowardani.11 Jurnal ini mengkaji 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan 

bangunan yang menimbulkan cacat kehendak sehingga perjanjian dapat 

dibatalkan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis menelaah persoalan 

penyalahgunaan keadaan dalam praktik jual beli tembakau dengan sistem 

sromo berdasarkan fakta lapangan melalui pendekatan yuridis empiris.  

Kelima, jurnal dengan judul “Penerapan Transaksi Jual Beli antara 

Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten 

Barito Kuala)”, yang ditulis oleh Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah, 

Tuti Hasanah.12 Jurnal ini mengkaji praktik jual beli hasil pertanian antara 

 
11 Susilowardani, “Legal Consequences of Abuse of Circumstances in Sale and Purchase 

Binding Agreement on Land and Building”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 2 (2024). 

12 Juwita Wulandari, dkk, “Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani 

Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, 

No. 2 (Juni 2023).  
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petani dan tengkulak yang menunjukkan lemahnya posisi tawar petani 

dalam penentuan harga dan syarat transaksi. Kajian tersebut relevan sebagai 

pembanding karena menggambarkan relasi ekonomi yang tidak seimbang, 

yang dalam penelitian penulis dianalisis lebih lanjut dari perspektif 

keabsahan perjanjian dan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem 

sromo. 

Keenam, skripsi dengan judul “Batasan Hukum Tindakan 

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan 

Pembatalan Sebuah Perjanjian” yang ditulis oleh Misbachul Munir.13 

Skripsi ini berfokus pada parameter atau batasan hukum akumulatif 

mengenai posisi tidak seimbang, tindakan aktif yang memengaruhi 

kehendak dan adanya kerugian sehingga suatu perjanjian secara umum 

dapat dibatalkan di pengadilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis 

menelaah mengenai bagaimana struktur ketimpangan ekonomi yang paling 

mempengaruhi terjadinya cacat kehendak substantif pada petani tembakau. 

Ketujuh, skripsi dengan judul “Posisi Tawar Petani dalam Perjanjian 

Jual Beli Tembakau di Temanggung” yang ditulis oleh Laila Hidayati 

Hilmiyah.14 Skripsi ini berfokus pada pelanggaran hukum 

publik/persaingan usaha (tengkulak bertindak sebagai pembeli tunggal yang 

 
13 Misbachul Munir, Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian, Skripsi, Program studi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.  

 
14 Laila Hidayati Hilmiyah, Posisi Tawar Petani dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di 

Temanggung, Skripsi, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
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menguasai pasokan secara tidak sehat). Berbeda dengan penelitian tersebut, 

penulis menganalisis mengenai perjanjian sromo yang berstatus dapat 

dibatalkan (vernietigbaar) pada hukum perdata karena adanya cacat 

kehendak campuran (paksaan ekonomi & penyalahgunaan keunggulan 

kejiwaan). 

Kedelapan, skripsi dengan judul “Sistem Jual Beli Padi 

Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi 

Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)” yang 

ditulis oleh Riskatul Hasanah.15 Skripsi ini meneliti komoditas padi yang 

karakteristik transaksinya menggunakan sistem borongan atau taksiran 

(ijon/tebasan) langsung di sawah saat padi mulai menguning. Berbeda 

dengan penelitian tersebut, penulis meneliti mengenai komoditas daun 

tembakau yang karakteristik objeknya memiliki masa tunggu pasca panen 

yang kompleks yang perlu proses imbon, rajang, penjemuran serta proses 

penentuan kulitas (grading) yang sangat rentan dimanipulasi secara 

subhjektif oleh pembeli. 

 
15 Riskatul Hasanah, Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif 

Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember), 

Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum,  Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN 

KHAS) Jember.  
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Perjanjian  

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang melibatkan satu pihak 

atau lebih yang mengikatkan diri terhadap pihak lainnya.16 Perjanjian 

melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi para pihak yang pada prinsipnya mengikat sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh 

terpenuhinya syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, khususnya unsur kesepakatan yang harus lahir dari 

kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam 

penelitian ini teori perjanjian digunakan untuk menilai apakah 

kesepakatan dalam praktik sistem sromo terbentuk secara bebas atau 

dalam kondisi yang tidak seimbang. 

2. Teori Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) 

Doktrin penyalahgunaan (misbruik van omstandigheden) 

merupakan hal baru dalam hukum perdata Indonesia. Penyalahgunaan 

keadaan tidak lahir bersamaan dengan ratifikasi KUHPerdata dari 

Burgerlijk Wetboek Belanda namun ia berkembang seiring dengan 

 
16 Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. 
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ragam permasalahan perjanjian di Indonesia.17 Isitilah penyalahgunaan 

keadaan misbruik van omstandigheden atau influence) sebagai faktor 

penyebab cacat kehendak belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. 

Penyalahgunaan keadaan lahir dari sistem common law, dimana doktrin 

penyalahgunaan keadaan sudah lama diterima di negara-negara common 

law. Penyalahgunaan kehendak merupakan bentuk cacat kehendak yang 

baru dalam sistem hukum kontrak hukum Belanda. 18 Ajaran 

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) adalah ajaran 

yang menyatakan ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan 

atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak 

yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah 

memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak 

yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut. Implikasi dari 

penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian yang dimaksud dibuat tidak 

dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak, sehingga melanggar 

syarat pertama sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, 

yaitu kesepakatan di antara para pihak. Oleh karenanya, perjanjian yang 

 
17 Nuraini, dkk, “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, 

No. 2, (2020), hlm. 262.  

18 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), (Yogykarta: FHUII, 2013), hlm. 186. 
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dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan menjadi bisa 

dibatalkan.19  

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

secara keseluruhan dirinci sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu 

penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law 

in the books), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (law 

in action).20 Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis 

ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, syarat sah 

perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta doktrin penyalahgunaan 

keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Pendekatan empiris 

digunakan untuk mengkaji praktik jual beli tembakau melalui sistem 

sromo yang berlangsung di masyarakat. Adapun penelitian ini berlokasi 

di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis praktik jual beli 

 
19 Sharon Clarins, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van 

Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia” Dharmasisya Jurnal Magister Hukum 

Fakultas Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 4, (2021),  hlm. 2145.  

20 Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, Jurnal Hukum 

dan Peradilan, Vol. 1, No. 2 (Juli 2012), hlm. 199.  
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tembakau melalui sistem sromo serta menganalisisnya berdasarkan 

ketentuan hukum perdata yang berlaku. Melalui sifat penelitian ini, 

penulis berupaya memberikan gambaran faktual sekaligus analisis 

yuridis terhadap keabsahan perjanjian yang terbentuk dalam praktik 

tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam 

masyarakat.21 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum 

mengenai penerapan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.22 Atau dengan kata lain 

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi nyata di masyarakat 

guna memperoleh data yang diperlukan, yang selanjutnya dianalisis 

untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan penelitian.23 

Selain itu penelitian ini juga mengunakan pendekatan 

konseptual untuk memahami dan menganalisis doktrin serta konsep 

hukum dalam hukum perdata, khususnya doktrin penyalahgunaan 

keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai salah satu bentuk 

 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2012),  hlm. 126. 

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 134. 

23 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

hlm. 15. 
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cacat kehendak dalam perjanjian berdasarkan pandangan para ahli 

hukum.24  

4. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan 

dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan 

secara langsung dari sumber utamanya, berupa wawancara.25 

Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 belah pihak 

yaitu: 

1. Petani tembakau; 

2. Pihak pembeli atau tengkulak. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.26 

1. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; 

 

24 Gunardi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 

hlm. 49.  
25 Muh. Yani Balaka. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 

2022), hlm. 21.  

26 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hlm. 68.  
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2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan 

pendapat para ahli hukum tentang perjanjian, teori Misbruik van 

Omstandhigeden, metode penelitian hukum; 

3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Black,s Law 

Dictionary, dan KBBI. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk 

memperoleh data empiris dari para pihak yang terlibat yaitu petani 

tembakau dan pihak pembeli atau tengkulak sedangkan studi 

kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam 

menganalisis data penelitian.  

6. Metode Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif deskriptif-analitis dengan mengolah dan menafsirkan data 

lapangan dan kepustakaan berdasarkan ketentuan hukum perdata dan 

doktrin hukum yang relevan. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan alur penyajian 

materi dalam setiap bab, yang disusun sebagai berikut: 
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Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab kedua, berisi konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum 

perjanjian, serta doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden). 

Bab ketiga, berisi hasil penelitian lapangan mengenai proses praktik 

sistem sromo. 

Bab keempat, berisi analisis yuridis berdasarkan hukum perdata dan 

doktrin penyalahgunaan keadaan. 

Bab kelima, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan serta 

saran. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan jawaban rumusan masalah. 

Sedangkan, saran merupakan solusi dari permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya penyusun menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keabsahan perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di 

Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung secara formal telah memenuhi 

keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal 

tertentu, dan sebab yang halal. Namun, pemenuhan syarat tersebut hanya 

bersifat formal dan menyimpan kelemahan yang mendasar. Kesepakatan 

yang terbentuk tidak lahir dari kehendak yang benar-benar bebas, 

melainkan didorong oleh keterpaksaan ekonomi petani, sehingga ruang 

negosiasi menjadi sangat terbatas. Selain itu, unsur hal tertentu 

khususnya terkait harga dan penentuan kualitas (grading) tembakau juga 

tidak terpenuhi secara memadai, karena kedua hal tersebut ditentukan 

secara sepihak oleh tengkulak tanpa standar yang objektif, transparan, 

maupun dapat diverifikasi oleh petani. Dengan demikian, meskipun 

perjanjian sromo sah menurut hukum formal, praktiknya menyimpan 

ketimpangan yang merugikan petani sebagai pihak yang lebih lemah. 

2. Praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo mengandung 

unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang 

menimbulkan cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 
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KUHPerdata. Hal ini terlihat dari terpenuhinya keempat unsur doktrin 

tersebut, yaitu: adanya keadaan darurat ekonomi yang dialami petani 

akibat tidak adanya pemasukan selama masa tanam; adanya pengetahuan 

tengkulak atas kondisi lemah petani; adanya tindakan nyata tengkulak 

dalam memanfaatkan situasi tersebut; dan adanya hubungan sebab akibat 

yang jelas antara keadaan darurat dengan lahirnya perjanjian sromo. Oleh 

karena itu, perjanjian sromo berpotensi untuk dibatalkan (vernietigbaar), 

bukan batal demi hukum.  

B. Saran 

1. Bagi Petani  

Disarankan untuk mencari dan memanfaatkan alternatif sumber 

pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program 

kemitraan dengan pabrikan rokok, agar tidak bergantung pada sromo 

serta mendokumentasikan kesepakatan sromo secara tertulis sebagai 

bukti yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa. 

2. Bagi Tengkulak  

Disarankan menetapkan harga secara lebih transparan dan objektif, 

memberikan ruang negosiasi yang seimbang tanpa memanfaatkan 

kondisi mendesak atau status sromo untuk melemahkan posisi tawar 

petani, serta menghindari praktik yang mengarah pada penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden). 

3. Bagi Dinas Pertanian dan BPPSDMP Kabupaten Temanggung  

Disarankan memperluas fungsi penyuluhan tidak hanya pada aspek 
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teknis budi daya, tetapi juga edukasi hak-hak hukum petani dan risiko 

pembiayaan informal seperti sromo, serta membangun mekanisme 

pengaduan yang jelas dan mudah diakses petani. 
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